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ABSTRAK 

 

Perkembangan lembaga keuangan semakin berkembang, 

dengan berbagai macam produk pembiayaan Seperti halnya 

Bank BTPN Syariah yang menawarkan produk pembiayaan 

untuk keluarga prasejahterah produktif sebagai tambahan modal 

dalam menjalankan usaha. Adapun salah satu peraturan yakni 

adanya solidaritas atau biasa disebut tanggung renteng. 

 Tanggung renteng merupakan pembagian kewajiban 

yang mana satu sama lain saling bertanggung jawab atas 

kewajibannya dalam pembayaran angsuran, untuk itu para calon 

nasabah pembiayaan sangat perlu memiliki literasi keuangan, 

baik dalam memilih pembiayaan dengan semua aturan yang 

harus disepakati maupun terhadap kemampuan pengelolaan 

keuangan demi terciptanya keberlangsungan usaha yang dijalani 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data primer dan skunder yang telah disebarkan 

kepada nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Tanjung Karang 

Barat dengan total sampel sebesar 65 nasabah. 

Penelitian ini menemukan bahwa sistem tanggung 

renteng berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Hal 

serupa juga terjadi pada literasi keuangan yang memiliki 

pengaruh terhadap keberlangsungan pengusaha mikro di 

wilayah Tanjung Karang Barat. Selanjutnya kedua variabel yaitu 

sistem tanggung renteng dan literasi keuangan secara bersama-

sama mempengaruhi keberlangsungan usaha para pengusaha 

mikro sebesar 32,3%. Artinya, calon nasabah pembiayaan akan 

mengambil pembiayaan tambahan modal usaha dengan 

mempertimbangkan peraturan BTPN Syariah dengan adanya 

sistem tanggung renteng serta akan mempertimbangkan dengan 

baik dari sisi literasi keuangan yang dimiliki. 

Sistem tanggung renteng dalam ekonomi Islam disebut 

juga dengan kafallah, selanjutnya dalam literasi keuangan 

terkandung nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti: adl, khilafah 



 
 
 

iii 

dan takaful, dengan dimilikinya literasi keuangan, maka calon 

nasabah mengetahui akad yang digunakan. Sehingga terhindar 

dari unsur gharar.   

Kesimpulan sistem tanggung renteng dan literasi 

keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. 

Adapun saran untuk pihak bank BTN Syariah turut 

menanmbahkan perjanjian tertulis dalam hal tanggung renteng 

dengan harapan tidak terpecahnya komitmen dan untuk para 

pelaku usaha dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan 

sebelum mengambil pembiayaan. 

 

Keyword: Tanggung Renteng, Literasi Keuagan, 

Keberlangsungan Usaha 
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MOTTO 

 

نْسَانِ اِلََّّ مَا سَعٰىۙ   ٩٣وَانَْ لَّيْسَ للِِْْ

 

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh 

selain apa yang telah diusahakannya,
1
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 https://quran.kemenag.go.id/surah/53/39. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bank Islam pertama kali hadir di Indonesia tahun 

1990 tepatnya pada saat majelis ulama Indonesia 

menyelenggarakan loka karya bunga bank dan perbankan 

pada musyawarah nasional IV dengan melakukan 

pendekatan dan konsultasi pada pihak-pihak yang terkait.
1
 

Bank Islam di Indonesia juga dikenal dengan sebutan Bank 

Syariah.
2
 

Bank syariah merupakan lembaga perantara yang 

tidak hanya berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan 

dana tetapi juga berfungsi memperlancar aliran 

pembayaran.
3
  

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang 

dasar kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam dengan 

menggunakan prinsip syariah sesuai fatwa majelis ulama 

Indonesia. Adapun prinsip-prinsip syariah diantaranya ada 

prinsip keadilan, kemitraan, transparansi dan universal, 

selain itu tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti 

gharar, maysir dan riba.
4
  

 

                                                           
1
 Muahmmad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,( 

Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 25. 
2
 Setia Budhi Wilardjo, Pengertian, Peran dan Perkembangan Bank 

Syari‟ah di Indonesia, VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1, September 2004 – 

Maret 2005, h.2. 
3
 Jelika M. Mamarimbing, Jantje L.Sepang,Christoffel M. O. 

Mintardjo, Analisis Sensivitas To Market Risk Pada Perusahaan Sektor 

Perbankan (Bank-Bank BUMN) Periode 2011-2014, Jurnal EMBA 758 Vol.4 

No.2 Juni 2016, Hal. 758-766, ISSN 2303-1174, h. 760. 
4
 N.N.,Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diakses melalui website: 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-

Konsep-PB-Syariah.aspx 



 2 

 

Tabel.1 

Bank Umum Syariah di Indonesia 

 

No. Nama Bank Mulai Operasi 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 01 Mei 1992 

2. PT. Bank Mega Syariah 25 Agustus 2004 

3. PT. Bank Syariah Bukopin 09 Desember 2008 

4. PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk 02 Desember 2009 

5. PT. Bank Victoria Syariah 01 April 2010 

6. PT. BCA Syariah 05 April 2010 

7. PT. Bank Jabar Banten Syariah 01 Mei 2010 

8. PT. Bank Aladin Syariah 23 September 2010 

9. PT. Bank Tabungan Pensiuanan 

Nasional Syariah, Tbk 

14 Juli 2014 

10. PT. Bank Aceh Syariah 01 September 2016 

11. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 24 September 2018 

12. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk 01 Febuari 2020 

Sumber: syariahpedia.com  

 

Tabel 1. Menjelaskan perkembangan lembaga 

keuangan khususnya perbankan di Indonesia semakin lama 

semakin bertambah hingga pada tahun 2022 tercatat jumlah 

bank umum syariah terdapat 12 bank yang beroperasi. 

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah di atur 

oleh UU Pasal 37 ayat 1 yang menjelaskan penyaluran dana 

dapat mengakibatkan resiko kegagalan atau kemacetan yang 

dapat mempengaruhi kesehatan bank. Untuk itu bank tetap 

memperhatikan kemungkinan resiko yang akan terjadi pada 

kegiatan opersionalnya. Salah satu resiko pembiayaan 

merupakan resiko yang diakibatkan kegagalan nasabah yang 

tidak dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian.
5
 Hal 

                                                           
5
 Aat Rutia Ningsih, et al, Pengaruh Kepatuhan Syariah (Sharia 

Compliance) terhadap Operasional Resiko Pembiayaan Pada Perbankan 

Syariah (Studi Kasus 5 Bank Umum Syariah menurut Niali Aset Tertinggi), 

Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, ISSN : 2460-2159, Vol. 5, No. 

1, Tahun 2019.h. 86 
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tersebut juga biasa disebut dengan resiko gagal bayar. Dalam 

mengatasi resiko terjadinya gagal bayar terdapat berbagai 

macam mekanisme yang dilakukan bank, salah satunya 

dengan adanya sistem tanggung renteng. 

Pelaksanaan tanggung renteng sendiri merupakan 

suatu pemerataan tanggung jawab bagi kelompok 

pembiayaan baik resiko gagal bayar, perilaku dan jumlah 

pembiayaan para anggota. Selain itu tanggung renteng 

mempengaruhi keputusan dalam penambahan anggota baru, 

yang menjadikan kelompok semikin selektif.
6
 

Tanggung renteng sendiri memang asing dikenal 

dalam bermuamalah, namun dalam hukum Islam diartikan 

dengan kafalah. Kafalah merupakan suatu jaminan yang 

diberikan kafil (penangung) kepada pihak ketiga untuk 

memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung.
7
 

Kafalah  dalam hukum Islam berkaitan dengan utang-

piutang yang melibatkan pihak lain (pihak ketiga) sebagai 

penjamin.
8
 

Sistem taggung renteng merupakan  salah satu 

perwujudan dari rasa solidaritas dan kesetiakawanan yang 

merupakan nilai-nilai bangsa yaitu semangat gotong 

royong.
9
  

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang 

berorientasi pada bisnis guna mencari keuntungan, dimana 

                                                           
6
 Syaiful Arifin, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung 

Renteng dan kontribusinya pada pencapaiannya Zero Bad Debt, Jurnal 

Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 3 September 2008, Terakreditasi SK. 

No, 167/DIKTI/Kep/2007. h. 520. 
7
 Muhammad Syafi‟I Antonio, Op.Cit, h. 123. 

8
 Dwi Anggraeni Sigar, et al. Analisis Hukum Ekonomi Islam 

Terhadap Praktek Jual Beli Tanggung Renteng, (Studi Kasus di RW 02 KeL. 

Meleber Kec. Andir Kota Bandung), Prosiding Keuangan dan Perbankan 

Syariah, Volume 5, No. 1, Tahun 2019, ISSN : 2460 – 2159. h. 246. 
9
 Ibid.,h. 246. 
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sebagian besar asset bank syariah dari pembiayaan.
10

 Maka 

selain selektif dalam memilih calon pembiayaan, pihak bank 

juga dapat membekali literasi keuangan terhadap produk 

pembiayaan yang akan dipilih nasabah. 

Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi 

seseorang untuk membaca, mengelola, mengkomunikasikan 

dan menganalisis kondisi keuangan yang mempengaruhi 

kesejahteraannya. Dengan memiliki pemahaman konsep-

konsep dasar keuangan yang baik maka diharapkan disaat 

membuat keputusan keuangan tidak mengalami kesulitan 

dimasa depan, dengan tidak mengambil keputusan dari 

sebuah keinginan melainkan prioritas kebutuhan.
11

  

Kegagalan financial terkadang bukan karena 

kurangnya pendapatan melainkan kurangnya pengetahuan 

pengelolaan keuangan untuk itu literasi keuangan sangat 

penting bagi setiap individu karna mencangkup banyak hal 

seperti mendiskusikan keuangan, masalah keuangan, 

merancang masa depan, serta dapat membedakan pilihan 

keuangan, terlebih dalam mengambil keputusan yang 

mempengaruhi keuangan sehari-hari. Literasi keuangan yang 

rendah di khawatirkan akan berdampak pada pengambil 

keputusan yang mengakibatkan kerugian, tidak tercapainya 

perencanaan, pengeluaran yang tidak bijaksana, dan 

konsumsi yang cenderung boros.
12

 

Literasi keuangan penting bagi individu maupun para 

pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengambilan 

                                                           
10

 Aat Rutia Ningsih, Op.Cit., h. 86. 
11

 Poppy Alvianolita,dkk. Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi 

Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur, Jurnal 

Economia, Vol. 15, No. 1, April 2019. P-ISSN : 1858-2648, E-ISSN : 2460-

1152. h. 49. 
12

 Dian Anita Sari, Finalcial Literacy dan Perilaku Keuangan 

Mahasiswa  (Studi Kasus Mahasiswa STIE „YPPI‟ Rembang), Buletin Bisnis 

& Manajemen, Vol. 01, No. 02, Agustus 2015, No. ISSN : 2442-885X. h. 

171. 
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keputusan terlebih dalam pengambilan pembiayaan modal 

usaha pada lembaga keuangan seperti perbankan dengan 

harapan akan semakin berkembang dan usaha dapat 

berlangsung lama. 

Menurut Norvadewi, yang dikutip oleh Yusanto dan 

Karebet menyatakan dalam Islam bisnis sendiri dapat 

dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam 

berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, 

namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan 

hartanya (ada aturan halal & haram).
13

 Dengan berusaha 

manusia dapat memiliki kekayaan, untuk itu Allah 

memfasilitasi manusia dibumi agar mencari rizki yang baik 

sesuai dengan Q.S Al- Mulk ayat 15 sebagai berikut:
14

 

 

                     

            

 

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang 

mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

Pengusaha memiliki banyak faktor dalam 

menjalankan usaha yang dapat berkontribusi pada 

keberlangsungan usaha seperti produksi, pasar dan 

pemasaran, manajemen dan keluarga, kebijakan pemerintah, 

                                                           
13

 Norvadewi, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, 

Prinsip dan Landasan Normatif),Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, AL-

TIJARY, Vol. 01, No. 01, Desember 2015. h. 36. 
14

 Qur‟an.kemenang.go.id/sura/67.  
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kondisi ekonomi, lingkungan, kemitraan usaha dan 

keluarga.
15

 Selain itu keberhasilan pada  keberlangsungan 

usaha untuk UMKM menurut Hudson dapat dilihat dari 

keberhasilan perusahaan dalam melakukan inovasi, 

pengelolaan karyawan dan pelanggan serta pengembalian 

terhadap modal awal, hal ini memperlihatkan bahwa 

perusahaan memiliki orientasi untuk berkembang dan dapat 

melihat peluang untuk inovasi secara berkesinambungan.
16

 

 Literasi keuangan sangat penting dalam 

pengambilan keputusan, terlebih pada pengambilan 

pembiayaan modal usaha di lembaga keuangan seperti 

perbankan. Untuk itu para pelaku usaha perlu memahami 

apa saja persyaratan pembiayaan, seperti adanya sistem 

tanggung renteng dimana pembiayaan berbentuk kelompok 

dengan saling bertanggung jawab antar nasabah. 

Dari tiga bank umum syariah di Indonesia yang telah 

memperjual belikan saham di bursa efek Indonesia yang 

menggunakan sistem tanggung renteng pada produk 

pembiayaannya adalah Bank Tabungan Pensiuanan Nasional 

Syariah (BTPN Syariah).  

Tabel 2. 

NPF (Non Performing Financing) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,24% 1,25% 1,53% 1,67% 1,39% 1,36% 1,9% 2,37% 

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank Tabungan Nasional Syariah. 

                                                           
15

 Deny Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin, Pemeringkatan faktor 

keberlangsungan usaha industri kreatif di kota Surakarta,Jurnal Ekonomi & 

Kebijakan Publik, Vo. 4, No. 2, Desember 2013, h. 230. 
16

 Rochmi Widayanti, Ratna Damayanti, Fithria Marwanti, Pengaruh 

Financial Literacy, terhadap keberlangsungan usaha (Business Sustainability) 

pada UMKM Desa Jatiisari, Jurnal Imiah Manajemen & Bisnis. Vo. 18. No. 

2, 2017, ISSN : 1692-7619, ISSN : 2580-4170 (Online),  h. 156.  
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Tabel 2. Menjelaskan bahwa nilai NPF pada tahun 

2014 ke 2015 mengalami kenaikan 0,01%, selanjutnya 

mengalami kenaikan 0,28% ditahun 2016, kemudian ditahun 

2017 naik 0,14% dan di tahun selanjutnya mengalami 

penurunan yaitu tahun 2018 sebesar 0,28% serta 2019 

menjadi 0,03%. Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 

0,54% sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 

0,47%. Sesuai peraturan Bank Indonesia tahun 2004, bank 

masih dikatakan sehat saat nilai NPF maximal 5% 

selebihnya bank dikatakan tidak sehat.  

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, 

memiliki 25 cabang yang terbesar diseluruh Indonesia, 

dengan memiliki 41 Kantor Fungsional Operasional (KFO) 

dan memiliki hampir 12.000 karyawan yang 70% 

menjemput bola.
17

 Menjemput bola dalam artian karyawan 

menemui dan berinteraksi langsung dengan para nasabah, 

adapun jumlah nasabah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. 

Nasabah BTPN Syariah 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.500.0

00 

Nasaba

h  

2.000.0

00 

Nasaba

h 

2.500.0

00 

Nasaba

h 

3.000.0

00 

Nasaba

h 

3.400.0

00 

Nasaba

h 

  Sumber: Laporan Tahunan BTPN Syariah 

Dari Tabel 2. Dapat diketahui bahwa jumlah nasabah 

BTPN Syariah dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang 

stabil. Dilihat dari pertumbuhan jumlah nasabah setiap tahun 

mengalami kenaikan sebanyak 500 nasabah, dan hanya di 

tahun 2018 mengalami penuruan100 nasabah. 

                                                           
17

 Ibid, h. 41. 
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Secara prinsip ada empat paket produk pembiayaan 

dari BTPN Syariah yaitu paket keuangan, program daya, 

sistem keanggotaan dan pendampingan.
18

 Pada sistem 

keanggotaan ini terdapat grup yang diseleksi oleh nasabah, 

pertemuan rutin yang dilakukan dalam dua minggu sekali, 

tabungan wajib dan tanggung renteng.
19

  

Untuk itu penelitian ini akan mencoba membahas 

bagaimana sistem tanggung renteng dijalankan dalam 

penanganan pembayaran angsuran pembiayaan terhadap 

keberlangsungan usaha, serta literasi keuangan bagi para 

nasabah BTPN Syariah untuk keberlangsungan usahanya. 

Sehingga, ditariklah pembahasaan ini  menjadi analisis 

sistem tanggung renteng dan literasi keuangan terhadap 

keberlangsungan usaha, guna mengetahui apakah sistem 

tanggung renteng dan literasi keuangan mampu 

mempengaruhi keberlangsungan usaha para nasabah BTPN 

Syariah. 

 

B. Indentifikasi Masalah 

1. Sistem tanggung renteng yang digunakan sebagai akad 

tanggung menanggung diantara masing-masing 

anggota pembiayaan hanya akad yang diutarakan 

secara lisan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis 

untuk saling menanggung. 

2. Literasi keuangan merupakan pemahaman, 

pengelolaan dan perencanaan dalam pengambilan 

keputusan keuangan mengenai usaha yang dijalani, 

terlebih saat para pelaku usaha mengambil pembiayaan 

dengan syarat dan ketentuan yang berbeda-beda pada 

lembaga keuangan yaitu perbankan.  

                                                           
18

 Tepat, merupakan nama brand bagi seluruh produk pembiayaan 

dan layanan BTPN Syariah, sumber: annual Report 2019 BTPN Syariah 

2019, h. 3. 
19

 Ibid, h. 93. 
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3. Setiap pelaku usaha menginginkan usahanya 

berlangsung lama, untuk itu di butuhkan keputusan 

perencanaan, dan pengambilan resiko untuk tetap 

bertahan dan berkembang. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara laian sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini ditujukan kepada nasabah yang memiliki 

pembiayaan di BTPN Syariah. 

2. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kecamatan 

Tanjung karang barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah sistem tanggung renteng berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha mikro pada nasabah 

pembiayaan BTPN Syariah di Kecamatan Tanjung 

Karang Barat ? 

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha mikro pada nasabah BTPN 

Syariah di Kecamatan Tanjung Karang Barat? 

3. Apakah sistem tanggung renteng dan literasi keuangan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mikro 

pada nasabah BTPN Syariah dalam perspektif ekomomi 

Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris 

sistem tanggung renteng terhadap keberlangsungan 

usaha. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris 

literasi keuangan terhadap keberlangsungan usaha. 
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3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris 

bahwa sistem tanggung renteng dan literasi keuangan 

berpengaruh secara simultan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis untuk memperkaya pengetahuan 

mengenai ekonomi Islam dibidang perbankan 

2. Manfaat praktis secara umum peneliti berusaha 

memberikan masukan positif dan informasi bagi semua 

pihak khususnya bagi masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Sistem Tanggung Renteng 

1. Definisi Tanggung Renteng Dalam Ekonomi Islam 

a. Kafalah Menurut Bahasa 

Sistem tanggung renteng dalam sudut 

pandang fiqih mu’amalah  ialah “Kafalah”. Kata 

kafalah disebut sama dengan daman (jaminan), 

hamalah (beban), za’amah (tanggungan). Secara 

syara‟ kafalah bermakna penggabungan tanggungan 

seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk 

memenuhi tuntutan dirinya atau utang, barang, atau 

pun suatu pekerjaan.
20

 

b. Kafalah menurut Istilah 

Menurut Mahzab Hanafi kafalah memiliki 

dua pengertian, yang pertama; menggabungkan 

dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, 

dengan jiwa, utang, atau zat benda. Kemudiang 

pengertian yang kedua ialah; menggabungkan 

dzimah kepada dzimah yang lain dalam pokok (asal) 

hutang.
21

 

Menurut mahzab Maliki kafalah merupakan 

orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan 

pemberi beban serta bebannya sendiri yang 

disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai 

(sama) maupun pekerjaan yang berbeda. 

                                                           
20

 Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung), 

Iqtishadia,Vol.6, No.2, September 2013. h. 389. 
21

Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah,(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 

h.187.  
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Menurut Mahzab Hanbali kafalah ialah 

iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain 

serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau 

iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan 

dua harta (pemiliknya) kepada orang yang 

mempunyai hak.
22

 

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan 

kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil 

menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda 

(materi) yang sama, baik utang, barang, maupun 

pekerjaan.
23

 

2. Landasan Hukum Sistem Tanggung Renteng 

a. Al-Qur‟an 

Seseorang dianjurkan untuk segera membayar 

hutang apabila dia sudah mampu membayar, aka 

tetapi jika dia belum bisa membayarnya, maka 

diperbolehkan memindahkan atau menanggungkan 

hutang tersebt kepada orang lain, sebagai mana QS. 

Al-Baqarah ayat 280.
24

 

                

           

Artinya: dan jika (orang berhutang itu) dalam 

kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia 

memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui. 

 

                                                           
22

 Ibid,. h. 188. 
23

 Ibid,. h. 189. 
24

 Quran.kemenag.go.id/sura/2.  
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Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala 

raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan 

memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta 

dan aku jamin itu.” (Q.S Yusuf ayat 72)
25

 

 

b. Hadist 

Penjelasan mengenai hutang piutang juga 

dijelaskan melalui hadist Rasulullah saw sebagai 

berikut:
26

 

ول  الله  صَل    الله  علَيَْه وَسَلَم قاَل رَيرَْةَ   رضي الل  عَنْهه  : أَن   رَسه  عَن ٲبي هه

كُه علَََ مَلَي  تبِعَ ٲَحَده اٲه لمه  فلَيَتبعَ  فٳَذ    : مَطله   الغنَِ  ٬ظه

Artinya: Dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya 

Rasululla saw berkata Penundaan pembayaran 

hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah 

kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian 

dipindahkan kepada orang yang kaya maka 

hendaknya iya mengikuti. 

Selanjutnya dasar hukum kafalah dari hadist 

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dalam hal ini 

Rasulullah Saw. Bersabda 

 

 

                                                           
25

 Quran.kemenag.go.id/sura/12.  
26

 Abu abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-jami’ al-

Sahih, Juz III (Cet. III: Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), h. 94. 
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ؤَذَةُالَْعَارِيةَ ُ     ُ(دوداواباہور)ُُغَارِمُ ُعِيْمُ ُوَالزُ ُم 

 

Artinya : “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan 

penjamin hendaklah membayar” 

 

c. Undang-Undang 

Sistem Tanggung renteng di Indonesia 

dijelaskan pada Undang-Undang pasal 1278 KUH 

perdata dinyatakan suatu perikatan tanggung 

menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi 

antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam 

persetujuan secara tegas kepada masing-masing 

diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh 

utang sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada 

salah satu membebaskan orang yang berutang 

meskipun menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi 

diantara beberapa orang yang berpiutang tadi.
27

 

Kemudian pasal 1280 KUH Perdata 

menyatakan terjadi suatu perikatan tanggung 

menanggung dipihaknya orang-orang yang 

berhutang, manakala mereka semuanya diwajibkan 

melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa 

salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan 

pemenuhan dari salah satu membebaskan orang-

orang berhutang lainnya terhadap siberpiutang.
28

 

 

 

                                                           
27

 Alis Yulia, Pelaksanaan Asuransi Terhadap Debitur Secara 

Tanggung Renteng Dihubungkan Dengan Pasal 1278 KUH Perdata, Vol. 4, 

No. 2 September 2016. h. 158. 
28

 Cempaka Widowati dan Ambar Budhisulistyawati, Efektifitas 

Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi 

Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal 

Ventura kantor cabang Tasikmadu), Privat Law Vol: 6 No: 1 2018. h. 84. 
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3. Rukun Kafalah 

Menurut Mahzab Hanafi, rukun al-kafalah hanya 

satu yaitu ijab dan qabul. Pertanggungan atau “kafalah”  

didalamnya harus mensyaratkan adanya kafil, asil, 

makful lahu, dan makful bihi. Yang mana dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Kafil, Dhamin atau za’im merupakan orang yang 

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan makful bihi 

atau orang yang ditanggung. Adapun kriteria seorang 

kafil antara lain: balig, berakal, berwenang penuh 

atas urusan hartanya dan rela dengan adanya kafalah.  

b. Madmun lah  sendiri merupakan orang yang 

berpiutang, syaratnya yaitu yang berpiutang 

diketahui oleh orang yang menjamin. Madmunlah 

disebut juga dengan makful lah, madmun lah yang 

disyaratkan dikenal oleh penjamin. 

c. Madmun’anhu atau makful’anhu adalah orang 

berhutang.  

d. Madmun  bih atau makful bih adalah utang, barang 

atau orang, pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh 

orang yang ditanggung. 

e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz itu berarti 

menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan 

tidak sementara.
29

 

4. Macam-macam Kafalah 

Kafalah atau pertanggungan dalam syariat Islam ada dua 

macam antara lain: 

a. Kafalah dengan jiwa, yakni komitmen kafil untuk 

menghadirkan orang yang ditanggung kepada makful 

lahu. 

                                                           
29

 Hendi Suhedi, Op.Cit., h.191 
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b. Kafalah dengan harta, yaitu komitmen kafil atas 

kewajibannya untuk menjaminnya dengan harta. 

Kafalah jenis ini dibagi lagi menjadi tiga macam: 

1) Kafalah bid-Dayn, yakni komitmen kewajiban 

pembayaran utang yang menjadi tanggungan 

orang lain. 

2) Kafalah dengan barang atau kafalah dengan 

penyerahan, yakni komitmen untuk menyerahkan 

barang tertentu yang ada ditangan orang lain. 

3) Kafalah bid-darak (penyusulan).
30

 

Abu saur berpendapat bahwa pngertian jaminan 

(hamalah) dan tanggungan (kafalah) itu sama, karena itu 

barang siapa menanggung orang lain dengan jaminan 

harta, maka orang itu terikat dengan jaminan itu, sedang 

orang yang ditanggung menjadi bebas. Dan satu macam 

harta itu tidak boleh dijaminkan untuk dua orang, 

pendapat seperti ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila 

dan Ibnu Syabiramah. 

Selanjutnya, terjadinya hubungan hukum dalam 

pertanggungan utang dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Tanjiz, yiatu dengan adanya pernyataan dari pihak 

tertanggung. 

2. Ta’liq, yaitu penanganan oleh seseorang kepada 

seseorang tertentu yang disyaratkan atau 

digantungkan kepada sesuatu yang lain. 

3. Tawqit, yaitu pertanggungan yang disadarkan kepada 

suatu waktu tertentu.
31

 

                                                           
30

 Ibid., h. 390.  
31

Ibid., h. 391.  
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Jika kafalah telah dilakukan, maka ia terikat akan 

utang, baik secara segera, penundaan maupun kredit. 

Kecuali apabila utang itu bersifat kontan dan kafil 

memberikan syarat penundaan untuk jangka waktu yang 

ditentukan dalam keadaan seperti ini adalah sah. 

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari 

Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. menanggung hutang 

sepuluh dinar yang harus dibayar kontan, akan tetapi 

beliau membayarnya selama satu bulan. Hal ini 

merupakan dalil bahwa apabila utang itu bersifat 

sekarang (tunai) dan penjamin membayarnya untuk 

jangka waktu tertentu, maka dinyatakan sah. 

Konsep kafalah dalam Islam, apabila orang yang 

menjamin (damin) memenuhi kewajibannya dengan 

membayar utang orang yang ia jamin, ia boleh meminta 

kembali kepada madmun’anhu apabila pembayaran itu 

atas izinnya. Dalam hal ini para ulama‟ bersepakat, 

namun mereka berbeda pendapat apabila penjamin 

membayar atau menunaikan beban orang yang ia jamin 

tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut Syafi‟i 

dan Abu Hanifah membayar utang yang dijamin tanpa 

izin adalah sunnah. Damin tidak punya hak untuk 

meminta ganti rugi kepada orang yang ia jamin 

(madmun’anhu). Menurut mahzab Maliki, damin berhak 

menagih kembali kepada madmun’anhu. Sedangkan 

Ibnu Hazm berpendapat bahwa damin tidak berhak 

menagih kembali kepada madmun’anhu atas apa yang 

telah dia bayarkan, baik dengan izin madmun’anhu 

maupun tidak, apabila madmun’anhu (orang yang 

ditanggung) tidak ada. Kafil (damin) berkewajiban 

menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali 
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dengan membayar atau orang yang mengutangkan 

menyatakan bebas untuk kafil dari utang almakful lahu.
32

 

 

B. Sistem Tanggung Renteng 

1. Definisi Sistem Tanggung Renteng  

a. Sistem Tanggung Menurut Bahasa  

Tanggung renteng merupakan berasal dari 

kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, 

menyatakan kesediaan untuk membayar hutang 

orang lain bila orang tersebut tidak menepati 

janjinya. Sedangkan renteng berarti rangkaian, 

untaian. Menurut Soemantri, yang dikutip dari Udin 

mengungkapkan bahwa dalam dunia pembiayaan 

tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung 

jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya 

atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga 

berarti hukum menanggung secara bersama-sama 

tentang biaya yang harus dibayar.
33

 

Sistem tanggung renteng merupakan salah 

satu perwujudan dari rasa solidaritas dan 

setiakawanan yang merupakan nilai-nilai bangsa 

yaitu semangat gotong royong.
34

 Perintah tolong 

menolong dalam Al-Qur‟an terdapat pada QS. Al-

Maidah ayat 2.
35

 

…                     

   …    

                                                           
32

 Ibid., h. 391. 
33

Udin Saripudin, Op.Cit., h. 386.  
34

Dwi Anggraeni Sigar, Op.Cit., h. 246.  
35

Quran.kemenag.go.id/sura/5.  
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Artinya: …Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan… 

 

b. Sistem Tangung Renteng Menurut Istilah 

Tanggung renteng juga dikenal dengan istilah 

joint and several liability. Menurut Wilson, tanggung 

renteng merupakan tanggung jawab secara bersama-

sama yang memungkinkan untuk memulihkan 

jumlah total kerugian. Pada keadaan ini para anggota 

membayar angsuran pihak yang belum mampu 

membayar.
36

  

Menurut Gunawan dan Mulyadi yang dikutip 

dari Syaiful Arifin, mengatakan bahwa sistem 

tanggung renteng merupakan sebuah sistem 

pengelolaan resiko dalam sebuah organisasi yang 

diwujudkan dengan berbagai tanggung jawab pada 

seluruh anggota kelompok secara porposional. Selain 

itu menurut Suprapto sasaran dari sistem tanggung 

renteng terutama ditujukan kepada unsur 

manusianya. Sistem tanggung renteng berpengaruh 

kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan 

anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau 

kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan 

pinjaman dari anggota kelompok pembiayaan.
37

 

2. Nilai-nilai Dasar Sistem Tanggung renteng 

Terdapat enam nilai-nilai yang menjadi siklus 

munculnya sebuah kelompok tanggung renteng 

                                                           
36

Wilson elser, Joint and Several Liability 50 State survey. h. 2.  
37

Syaiful Arifin, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung 

Renteng dan Kontribusinya pada Tercapainya Zero and Debt, Jurnal 

Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No. 3 September 2008, Terakreditasi SK. 

No. 167/DIKTI/Kep/2007. h. 520. 
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melakukan kegiatan. Untuk itu rangkaian nilai-nilai satu 

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat 

dibolak-balik dalam penerapannya disebuah kelompok. 

Adapun enam tatanan nilai tanggung renteng yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kebersamaan 

b. Keterbukaan 

c. Musyawarah 

d. Saling Percaya 

e. Disiplin 

f. Tanggung Jawab
38

 

Dari enam tatanan nilai akan membentuk 

kebiasaan yang akan membawa perubahan perilaku 

kepada individu per individu dan individu dalam 

kelompok. Sehingga menjadikan budaya organisasi khas 

tanggung renteng.
39

 

3. Kriteria Sistem Tanggung Renteng 

Sistem tanggung renteng memiliki manfaat untuk 

memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan 

dari pihak luar kepada para anggota. Dalam pelaksanaan 

sistem tanggung renteng membutuhkan control social 

yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif 

kalau diterapkan dalam suatu kelompok yang memiliki 

ikatan pemersatu dan ikatan kepetingan yang kuat. 

Menurut Suharni, tanggung renteng sendiri akan menjadi 

                                                           
38

 Mas Purnomo Hadi, Analisis Manajemen Strategi dan Sistem 

Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian  Intern dan 

Kinerja Koperasi Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Unit Simpan Pinjam 
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efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria 

berikut: 

a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat 

kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan 

telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama. 

b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang 

cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk 

menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati. 

c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman 

yang relatif sama besarnya. 

d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia 

menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai 

dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana 

disyaratkan. 

e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan 

tingkat laba yang memadai. 

f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota 

yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi 

avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit 

namun tidak memiliki anggunan. 

g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya 

sebagai anggunan. 

h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait 

kepentingan satu sama lain.
40

 

 

C. Literasi Keuangan 

1. Definisi Literasi Keuangan Syariah 

Literasi keuangan syariah merupakan perluasan 

dari literasi keuangan dengan elemen-elemen yang 

sesuai syariat Islam didalamnya. Literasi keuangan 

syariah meliputi banyak aspek dalam keuangan, 

                                                           
40
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diantaranya pengelolaan uang dan harta (seperti 

menabung untuk hari tua, dan dana darurat untuk 

digunakan sewaktu-waktu), aspek perencanaan keuangan 

seperti dana pensiun, investasi, dan asuransi. Ada juga 

aspek bantuan sosial seperti wakaf, infaq, dan shadaqah. 

Aspek lainnya adalah tentang zakat dan warisan. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk 

menilai tingkat literasi keuangan syariah adalah 

kepemilikan rekening syariah di lembaga keuangan 

keuangan syariah, pemahaman tentang produk dan jasa 

serta akad-akad syariah, pengetahuan tentang bagi hasil, 

dan jaminan.
41

  

Literasi keuangan syariah mencerminkan 

pengetahuan dan kemampuan seseorang secara kognitif 

mengenai keuangan. Kemampuan literasi keuangan 

dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan keuangan yang dimiliki untuk membuat 

keputusan dan menggambarkan kemampuan mengenali 

serta menerapkan konsep-konsep yang relevan dengan 

keuangan. Adapun tujuan dari literasi keuangan dapat 

mengarahkan nasabah maupun masyarakat luas dapat 

menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang 

sesuai dengan kebutuhan, memahami manfaat dan 

resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini 

bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip 

syariah yang halal dan menguntungkan.
42
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 Dia djuwita dan ayus ahmad yusuf, Tingkat Literasi Keuangan 

Syariah Di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan 
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Ekonomi Islam merupakan sebuah ilmu yang 

dapat digunakan untuk mengatur usaha manusia agar 

dapat mengalokasikan dan mengola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan 

nilai-nilai Al-Qur‟an dan Sunnah.
43

 Sebagaimana QS. 

Al-Mujadalah ayat 11:
44

‟ 

 

مَنُوْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتُوا الْعِلْمَ ...  ُ الَّذِيْنَ اه
ه

يَرْفَعِ اّللّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُْنَ خَبِيْرٌ 
ه

تٍٍۗ وَاّللّ  ٔٔدَرَجه

Artinya : … Niscaya Allah akan meninggikan orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Adapun tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk 

memperoleh kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah 

SWT. 

a. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam
45

 

1) Adl 

Adl (adil) merupakan nilai dasar dalam 

ajaran Islam. Keadilan dalam Islam merupakan 

suatu keadaan dimana terdapat kesamaan 

perlakuan dimata hukum, kesamaan hak 

kompensasi, hak hidup secara layak, hak 

menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak 

yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam 

aspek kehidupan. 

                                                           
43

 Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) 

Universitas Islam Indonesia Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, 
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Perintah untuk adil didalam Al-Qur‟an 

terdapat dalam QS. An Nisa ayat 135.
46

 

 

                  

               

                  

                   

           

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, 

jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena 

Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan 

dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. 

Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya 

atau miskin, Allah lebih layak tahu 

(kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

(dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan 

(kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi 

saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap 

segala apa yang kamu kerjakan. 

 

2) Khilafah 

Khilafah memiliki makna yaitu tanggung 

jawab sebagai utusan Allah SWT. didunia. 

                                                           
46
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Cakupan khilafah terdapat beberapa aspek yang 

diantaranya sebagai berikut: 

a) Tanggung Jawab ekonomi dengan cara 

berperilaku yang benar. Berperilaku ekonomi 

yang benar dalam Islam berarti manusia dapat 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

ekonomi tidak bertentangan dengan ajaran 

Islam yang memiliki dampak pada kerusakan 

lingkungan dan kerugian. 

b) Tanggung jawab dalam mewujudkan 

maslahah yang maksimum. Ekonomi Islam 

sangat menekankan pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya ekonomi dengan 

memberikan manfaat sebesar-besarnya 

terhadap kehidupan manusia guna mencapai 

kesejahteraan hidup. 

c) Tanggung jawab dalam memperbaiki 

kesejahteraan setiap individu. Seperti halnya 

prosi rezeki masing-masing individu berbeda 

sesuai dengan kehendak Allah SWT, 

sehingga Allah yang mengatur dan 

mengetahui porsi rizki yang tepat. Adapun 

kewajiban bagi individu yang memiliki 

kelebihan rizki berkewajiban memberikan 

sebagian rizkinya kepada yang kekurangan 

baik dengan cara, zakat, infak, maupun 

sedekah. 

Khilafah dibahas dalam Al-Quran pada surat 

Al-Baqarah ayat 30 
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Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para malaikat, “Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi.” 

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan 

menumpahkan darah di sana, sedangkan kami 

bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-

Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

 

3) Takaful 

Takaful atau yang sering disebut dengan 

penjamin. Penjamin dalam Islam merupakan 

bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada 

anggotanya yang mengalami musibah atau tidak 

mampu. Jaminan atau bantuan dalam hal ini tidak 

terbatas hanya pada materi saja melainkan juga 

bersifat non-materi. Tafakul didalam Al-Qur‟an 

terdapat QS.  

…                    

     …    

Artinya: …Dan tolong menolonglah kamu dalam 

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan… 
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Selain takaful, dalam ukhuwah Islam memiliki 3 

asas yakni taaruf yang mengandung makna 

saling mengenal, tafahum yang berarti saling 

memahami serta adanya ta’awun yang berarti 

saling tolong menolong
47

 

 

b. Dasar Kebijakan Ekonomi Islam 

1) Penghapus Riba 

Ekonomi Islam harus terhindar dari riba, 

sebagaimana larangan riba yang tercantum dalam 

Q.S. Al-Baqarah 278-279. Riba memiliki makna 

ziyada ataupun tambahan, yang berarti 

pengambilan tambahan dari pokok pinjaman 

yang dibebankan kepada peminjam secara batil.
48

 

Kegiatan riba merupakan tindakan yang 

menimbulkan ketidakadilan, untuk itu ekonomi 

Islam memiliki prinsip keadilan sebagai nilai 

dasar.  

2) Pelembagaan Zakat 

Zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan 

oleh wajib zakat (Muzzaki) kepada kelompok-

kelompok yang berhak menerima zakat 

(Mustahik) dengan syarat-syarat tertentu.
49

 

Perintah menunaikan zakat tercantum dalam QS. 

Al-Baqarah 110 sebagai berikut:
50
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نْ خَيْرٍ  مُوْا لِِنَْفسُِكُمْ مِّ وةَ ٍۗ وَمَا تُقَدِّ كه تُوا الزَّ وةَ وَاه له وَاقَِيْمُوا الصَّ

َ بِمَا تَعْمَلوُْنَ بَصِيْرٌ 
ه

ِ ٍۗ اِنَّ اّللّ
ه

 ٓٔٔ -تَجِدُوْهُ عِنْدَ اّللّ

Artinya: dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. 

dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi 

dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada 

sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa 

yang kamu kerjakan. 

Zakat sebagai instrument untuk menjaga 

keseimbangan dan keadilan kesejahteraan sosial 

antara Muzzaki dan Mustahik, sehingga tidak terjadi 

kesenjangan sosial pada masyarakat oleh karena itu 

zakat merupakan cermin komitmen sosial dari 

ekonomi Islam. 

3) Pelanggaran Gharar 

Ekonomi Islam melarang unsur Gharar yang 

berarti samar-samar atau ketidakpastian. Islam 

melarang unsur gharar karena kegiatan ekonomi 

haruslah diketahui secara gamblang dan pasti, tidak 

menimbulkan spekulasi atau pun untung-untungan. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerapuhan dan 

ketidakstabilan perekonomian baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang.  

Sedangkan jika dilihat dari jual beli memiliki 

makna pengambilan harta sesama yang dilakukan 

dengan cara batil. Larangan gharar terdapat pada 

QS. An-Nissa: 29 :
51
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ٰٓ انَْ  ا امَْوَالكَُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَِّ مَنُوْا لَِ تَأكُْلوُْٰٓ هَا الَّذِيْنَ اه ايَُّ ٰٓ يه

 َ
ه

ا انَْفسَُكُمْ ٍۗ اِنَّ اّللّ نْكُمْ ٍۗ وَلَِ تَقْتُلوُْٰٓ تَكُوْنَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّ

 ٢ٕ -كَانَ بكُِمْ رَحِيْمًا 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

2. Definisi Literasi Keuangan 

Literasi keuangan atau pengetahuan mengenai 

keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap 

individu. Menurut The Association of Chartered 

Certified Accountants konsep dari literasi keuangan 

meliputi pengetahuan, kemampuan memahami 

komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan 

mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan 

kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam 

situasi tertentu.  

Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia 

dibagi menjadi empat bagian yaitu: well literate, 

memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga 

jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk 

fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 

produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

Sufficient literate memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan 

kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Less 
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literate hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga 

jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan not 

literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan 

terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa 

keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam 

menggunakan produk dan jasa keuangan.
52

  

Dengan memiliki pengetahuan maka individu 

dapat memiliki perencanaan keuangan yang baik dan 

terhindar dari masalah keuangan. Menurut Remund 

dikutip dari Rochmi Widayanti, Ratna Damayanti dan 

Fithria Marwanti menyatakan bahwa empat hal yang 

paling umum dalam finansial literasi adalah 

penganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi. Selain 

itu Braunstein dan Welch menyatakan bahwa 

pengelolaan uang yang tidak efektif akan berdampak 

pada krisis keuangan keluarga, sehingga dapat dikatakan 

bahwa UMKM yang memiliki literasi keuangan yang 

baik dapat mencapai tujuan usahnya dengan memiliki 

orientasi pengembangan usaha dan mampu survive 

dalam kondisi ekonomi yang sulit.
53

  

Manfaat literasi keuangan dijelaskan oleh OJK 

yaitu mampu untuk dapat memilih dan memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai 

kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan 

perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar 
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dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang 

tidak jelas. 

Literasi keuangan menurut Otoritas Jasa 

Keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan 

keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai 

kesejahteraan.
54

  

Selain itu menurut Organization for Economic 

Cooperation and Development menyatakan bahwa 

literasi keuangan yang baik juga bisa meminimalkan 

terjadinya keputusan yang salah terhadap isu ekonomi 

dan keuangan yang muncul. Sedangkan dilihat dari sudut 

pandang penyedia jasa keuangan, literasi keuangan yang 

baik akan memberikan informasi yang memadai 

mengenai produk, pemahaman resiko pada pelanggan 

dan efisiensi biaya.
55

 

Menurut vidovicova menyebutkan bahwa literasi 

keuangan merupakan pemahaman mengenai produk dan 

konsep keuangan dengan bantuan informasi dan saran, 

sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi dan 

memahami risiko keuangan agar membuat keputusan 

keuangan yang tepat.
56
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3. Dimensi Literasi Keuangan 

Menurut Developing Indonesian Literacy Index 

dalam Wahyu Rumbianingrum dan Candra Wijayangka, 

menyatakan bahwa  dimensi dari literasi keuangan dibagi 

menjadi dua bagian yaitu basic financial literacy dan 

advanced financial literacy.  

a. Basic financial literacy  

1) Pengetahuan mengenai produk keuangan formal 

seperti persyaratan pembukaan rekening 

tabungan (identitas pembukaan rekening 

pembukaan bank, jumlah dana minimium pada 

saat membuka rekening bank, dan jumlah 

minimum saldo pada rekening bank, rekening 

tabungan yang di garansi oleh pemerintah). 

2) Numeracy regarding finance (perhitungan 

keuangan) seperti bunga sederhana (simple 

interest), bunga majemuk (compounded interest), 

perhitungan bunga pinjaman. 

3) Konsep dasar mengenai inflasi, diskon, time 

value of money, money illusion. 

b. Advanced financial literacy 

Advanced financial literacy terdiri dari pasar 

saham, bunga rata-rata dan harga obligasi, 

pengembalian saham dan obligasi, risiko saham dan 

obligasi, arti pembelian obligasi, denda sebelum 

penjualan obligasi, investasi yang memberikan 

pengembalian tertinggi, investasi yang menghasilkan 

fluktuasi pengembalian tertinggi, investasi yang 

menghasilkan fluktuasi pengembalian yang tertinggi, 

dan asset diversification.
57
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4. Cakupan Literasi Keuangan 

Cakupan literasi keuangan pada umumnya di 

kenal oleh masyarakat hanya sebatas bank namun 

terdapat beberapa lembaga lain diantaranya: 

a. Perbankan 

Perbankan di Indonesia dibagi menjadi dua 

yaitu bank umum konvensional dan bank umum 

syariah. Bank merupakan suatu lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, 

tabungan dan deposito. Selain itu bank juga 

menyediakan peminjaman uang (kredit), selanjutnya 

bank digunakan untuk penukaran uang, 

memindahkan uang atau menerima segala bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaranan air, 

listrik, pajak.
58

  Sedangkan bank syariah merupakan 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada 

syariat Islam yakni Al-qur‟an dan hadis sebagai 

pembeda dari bank konvensional.
59

  

b. Asuransi 

Kegiatan ekonomi dapat menimbulkan 

berbagai resiko baik resiko untuk jangka waktu 

pendek maupun panjang seperti resiko macetnya 

pinjaman kredit bank, resiko kehilangan, resiko 

kebakaran maupun resiko lainya, untuk itu 

diperlukan perusahaan yang dapat 

menanggung/mengurangi resiko tersebut. Perusahaan 
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yang berupaya menanggung segala resiko disebut 

dengan perusahaan asuransi.
60

 

Asuransi dijelaskan pada Undang-undang 

nomor 1 tahun 1992 tentang usaha asuransi 

merupakan asuransi atau pertanggungan adalaha 

perjanjuan antara dua pihak atau lebih dengan mana 

pihak penanggung mengikatkan diri kepada 

tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk 

memberikan penggantian kepada tertanggung karena 

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan 

yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada 

pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung 

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, 

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang 

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang 

yang dipertanggungkan.
61

 

Terdapat beberapa jenis Asuransi dibagi 

menjadi 2 yaitu asuransi yang dilihat dari segi fungsi 

dan asuransi yang dilihat dari segi kepemilikan. 

1) Asuransi dari segi fungsi 

a) Asuransi Kerugian 

b) Asuransi Jiwa 

c) Reasuransi 

2) Asuransi dari segi kepemilikan 

a) Asuransi milik pemerintah 

b) Asuransi milik swasta nasional 

c) Asuaransi milik perusahaan asing 

d) Asuransi milik campuran 

c. Perusahaan Pembiayaan 

Perusahaan pembiayaan merupakan badan 

usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari 
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lembaga pembiayaan.
62

 Adapun penjelaskan jenis-

jenis pembiayaan antara lain: 

1) Sewa guna usaha (Leasing) merupakan perjanjian 

antara lessor (perusahaan leasing) dengan lessee 

(nasabah) di mana pihak lessor menyediakan 

barang degan hak penggunaan oleh lessee dengan 

imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu 

tertentu. Selanjutnya dijelaskan mengenai sewa 

guna usaha sesuai dengan keputusan menteri 

keuangan no. 1169/KMK.01/1991 adalah 

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

barang modal, baik secara sewa guna usaha 

dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa 

guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk 

digunakan oleh lessee selama jangka waktu 

tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. 

Lebih lanjut yang dimaksud dengan finance lease 

adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lesse 

pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi 

untuk membeli objek sewa guna usaha 

berdasarkan nilai sisa yang disepakati. 

Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak 

opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. 

Lessor sendiri merupakan perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha leasing dengan 

menyediakan berbagai macam barang modal, 

sedangkan lessee adalah nasabah yang 

menginginkan barang modal tersebut.  

2)  Anjak Piutang (Factoring) merupakan 

perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan 
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penagihan atau pembelian atau pengambilalihan 

atau pengelola utang piutang suatu perusahaan 

dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik 

perusahaan. adapun penjelasan anjak piutang 

menurut keputusan menteri keuangan nomor 

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 desember 1988 

adalah badan usaha yang melakukan kegiatan 

pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau 

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan 

jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi 

perdagangan dalam atau luar negeri. 

3) Usaha Kartu Kredit (credit card) merupakan 

kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang 

dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. 

Penyedia pembiayaan kartu kredit adalah 

perusahaan pemiayaan yang telah memperoeh 

izin usaha dari Menteri Keuangan untuk 

melakukan kegiatan pembiayaan kartu kredit. 

Pemegang kartu kredit merupakan perorangan 

yang menerima pembiayaan untuk pembelian 

barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu 

kredit dari penyedia pembiayaan kartu kredit 

wajib diikat dengan perjanjian tertulis, serta 

mengikuti ketentuan Bank Indonesia sepanjang 

berkaitan dengan sistem pembayaran. 

4) Pembiayaan konsumen (consumer finance) 

merupakan perusahaan pembiayaan yang telah 

memperoleh izin usaha dari pihak yang 

berwenang untuk melakukan kegiatan 

pembiayaan konsumen. pembiayaan konsumen 

digunakan untuk membiayai pengadaan barang 

berdasarkan kebutuhan konsumen digunakan 

untuk membiayai pengadaan barang berdasarkan 

kebutuhan konsumen melalui pembayaran secara 
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angsuran, misalnya mobil, motor, elektronik atau 

pembiayaan untuk pembelian barang-barang 

konsumsi. Penyedia pembiayaan konsumen dapat 

melakukan pembiayaan kembali atas barang 

milik konsumen yang sama dengan pembayaran 

secara angsuran seperti ; pembiayaan kendaraan 

bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, 

pembiayaan konsumen mewajibkan pihak 

penyedia pembiayaan konsumen dan konsumen 

untuk melakuakn perikatan dengan perjanjian 

tertulis. 

d. Dana Pensiun 

Dana pensiun merupakan sebuah dana hasil 

dari pemungutan dari karyawan yang kemudian akan 

di berikan kembali kepada karyawan setelah selesai 

masa jabatan (pensiun) atau pada saat karyawan 

tersebut memiliki sebab-sebab lain sehingga tetap 

memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiuan 

sesuai degan perjanjian.  

Dana pensiun dijelaskan pada UU nomor 11 

tahun 1992 merupakan badan hukum yang mengelola 

dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat 

pensiun. Hal ini mengartikan bahwa dana pensiuan 

dikelola oleh suatu lembaga yang memiliki badan 

hukum seperti bank ataupun asuransi jiwa.
63

  

e. Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat yang 

mempertemukan penjual dan pembeli seperti 

layaknya pasar. Namun perbedaannya disini bukan 

komoditas barang seperti pasar tradisional yang 

ditawarkan melainkan penjualan dan pembelian 
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instrumen keuangan dalam rangka investasi.
64

 Pasar 

modal juga sering disebut dengan capita lmarket, 

yang mana menjual belikan saham (stock) dan 

obligasi (bond) yang nantinya hasil dari penjualan 

tersebut digunakan sebagai tambahan dana atau 

untuk memperkuat modal perusahaan.
65

  

f. Pegadaian 

Pegadaian merupakan suatu kegiatan 

menajaminkan barang-barang berharga kepada pihak 

tertentu untuk memperoleh sejumlah uang yang 

kemudian barang yang dijaminkan dapat ditebus 

kembali sesuai dengan perjanjian anatara nasabah 

dengan lembaga gadai. Dalam hal ini dapat diartikan 

bahwa dalam usaha gadai terdapat tiga hal yaitu: 

1) Ada barang berharga yang digadaikan, 

2) Nilai jumlah pinjaman dilihat dari barang yang 

digadaikan, 

3) Barang yang telah digadaikan dapat ditebus 

kembali, sehingga masyarakat tidak perlu 

khawatir akan kehilangan barang-barang 

berharganya.
66

 

Pada cakupan literasi keuangan, penelitian ini 

terfokus pada lembaga perbankan yakni bank syariah. 

 

D. Keberlangsungan Usaha 

1. Keberlangsungan Usaha Dalam Ekonomi Islam 

Keberlangsungan usaha dalam prinsip syariah 

memiliki nilai-nilai yang menjadi semacam kekuatan dalam 
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setiap aktifitas dan transaksi disepanjang proses bisnis. 

Faktor penting dalam mencapai keberlangsungan usaha yang 

berlandaskan prinsip syariah merupakan adanya berkah dan 

mencari rida Allah SWT. dan prinsip tersebut menjadi 

landasan orientasi bisnis agar tetap berada pada koridor 

syariat Islam. Beberapa jenis pembahasan mengenai 

keberlangsungan usaha yaitu keberlangsungan permodalan, 

keberlangsungan sumber daya manusia, keberlangsungan 

produksi dan keberlangsungan pemasaran. 

Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan untuk 

perkembangan aktivitas usaha dalam kerangka Islam demi 

tercapainya keberlangsungan usaha,yaitu:
67

 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber 

daya perusahaan yang sifatnya dinamis sehingga 

diperlukan perlakuan tertentu. Kecerdasan spiritual Islam 

membuka wacana baru dalam mengelola SDM, yang 

mengedepankan nilai-nilai nurani sebagai pemandu agar 

senantiasa mengikuti jalan lurus. 

Pengelolaan sumber daya insani jika dilihat dari 

sudut pandang manajemen yang Islami, terdapat empat 

kemampuan dasar yang patut dimiliki oleh pelaku usaha 

dalam kewirausahaan Islam, yaitu mampu 

menggerakkan motivasi para anggota karyawannya, 

mampu memberikan tugas kepada karyawan secara jelas 

dan sesuai keampuan masing-masing di bidangnya, 

mampu memberikan reward atau hadiah yang dapat 

berbentuk materi ataupun pujian hingga motivasi yang 

menyemangati karyawan.  

Demikian pula jika terdapat kesalahan maka 

manajer mampu memberikan punishment atau sanksi 
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seperti dalam bentuk teguran, selanjutnya mampu 

memberikan contoh yang baik seperti sikap disiplin yang 

dapat diteladani oleh karyawan.
68

 

Bisnis sebagai salah satu bentuk ibadah maka 

selayaknya aturan-aturan dalam syariat Islam 

diimplementasikan di setiap langkahnya. Hal tersebut 

dapat tertuang dalam pengelolaan bisnis yang beretika 

Islam, baik dalam pengambilan keputusan hingga 

pelaksanaan secara keseluruhan. Islam telah 

mengajarkan manusia untuk melakukan perniagaan 

dengan cara-cara yang sesuai syariat Islam bukan dengan 

cara yang batil atau menzalimi orang lain (QS. Al-Nisa 

;29). 

Adapun bentuk implementasi dari unsur-unsur 

kecerdasan spiritual Islam yang mampu menjadi potensi 

bagi tercapainya keberlangsungan usaha menurut 

perspektif Islam yaitu adanya iman, taqwa,moralitas, 

sidiq, amanah, fatonah, tabligh, disipilin, visioner, 

empati dan peduli. 

b. Permodalan 

Dalam prinsip syariah telah diungkapkan bahwa 

riba diharamkan, sebagaimana dalam firman Allah dalam 

QS. Al-Baqarah : 275. Bagi pelaku usaha yang 

berprinsip syariah harus menjauhkan diri dari praktik 

yang mengandung riba. Penggunaan modal yang halal 

sangat diutamakan. Islam telah melegalkan beberapa 

cara yang efektif untuk menciptkan modal salah satunya 

dengan prinsip partisipasi, yaitu mendorong kerja sama 

dan solidaritas yang sama-sama saling menguntungkan. 

Keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan 

                                                           
68

Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah 

dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2003), h. 16.  



 41 

kemudahan untuk mendapatkan modal dengan skema 

kerja sama yang telah disepakati.
69

 

c. Produksi  

Produksi adalah sebuah proses mencari, 

mengalokasikan dan mengolah sumber daya menjadi 

output dalam rangka meningkatkan mashalahat bagi 

manusia.
70

 Seluruh kegiatan produksi terikat pada 

tatanan nilai moral dan teknikal Islami. Nilai-nilai Islam 

yang relevan dengan prouksi dikembangkan dari tiga 

nilai utama dalam ekonomi Islam yaitu khilafah, adil, 

dan tafakul.
71

 Secara lebih rinci, nilai-nilai ini misalnya 

berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak, 

menghindari hal-hal yang diharamkan baik dari bahan 

baku yang digunkanan, proses produksi dan lainya. 

d. Pemasaran  

Pemasaran dalam Islam diartikan sebagai disiplin 

bisnis strategis yang mengarah pada proses penciptaan, 

penawaran, dan perubahan value (nilai) dari suatu 

inisiator kepada stakeholders-nya yang dlaam 

keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip 

muamalat (bisnis) dalam Islam. Terdapat empat 

karakteristik syariah marketing yang menjadi panduan 

yaitu: teistis (rabbaniyyah) artinya bersifat ketuhanan, 

etis (akhlaqiyyah) bermakna nilai moralitas dan etika, 

realistis (al-waqi‟iyyah) bersifat fleksibel namun 

senantiasa mengedepankan nilai-nilai religious dan 

humanistis (insaniyyah) artinya bersifat universal bagi 

seluruh umat manusia dengan kekuatan persatuan 

manusia.
72
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2. Keberlangsungan Usaha Secara Umum 

Keberlangsungan (sustainability) dijelaskan 

dalam kamus lengkap bahsa Indonesia sebagai suatu 

bentuk kata kerja yang menerangkan suatu keadaan atau 

kondisi yang sedang berlangsung terus-menerus dan 

berlanjut, merupakan suatu proses yang terjadi dan 

nantinya bermuara pada suatu eksistensi atau ketahanan 

suatu keadaaan.  

Selanjutnya dikutip dari Handayani, Ismi maulida 

menjelaskan bentuk dari keberlangsungan usaha 

merupakan konsistensi dari usaha yang mana 

berlangsungnya usaha ini mencangkup pertumbuhan, 

perkembangan dan strategi untuk menjaga 

keberlangsungan usaha agar dapat tetap berlangsung dan 

eksistensi dalam ketahanan usaha.
73

  

Keberlangsungan dalam menjalankan usaha 

dapat bertahan lama saat mampu untuk tumbuh dan  

berkembang. Seperti yang dinyatakan Stanworth dan 

Grey yang di kutip dari Novie Noordiana 

mengungkapkan bahwa pada UMKM satu orang 

(biasanya sang pemilik) yang secara langsung terlibat 

pada setiap keputusan dari hal paling kecil. Dari 

mengurus masalah keuangan harian sampai ke yang 

paling rumit. Pada UMKM sang pemilik juga harus 

memiliki pandangan yang luas karna pada saat yang 

sama harus memikirkan kemana usahanya akan dibawa 

dan bagaimana dalam mengurus kegiatan operasional 

harianya.
74
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Selanjutnya Storey mengidentifikasi komponen 

penting sebagai kunci dalam menganalisis pertumbuhan 

UMKM diantaranya yaitu: karakteristik wirausahawan, 

karakteristik UMKM, dan tipe strategi yang 

berhubungan dengan pertumbuhan. Mengenai 

pertumbuhan Novie Noordiana menjelaskan adanya 

elemen kontekstual dalam perkembangan UMKM. 

Adapun variabel kontekstual tersebut antara lain sebagai 

berikut:
75

 

a. Rencana bisnis 

Rencana bisnis dapat berkaitan dengan 

pengembangan. Menurut  Smallbone salah satu 

karakteristik yang membedakan kinerja terbaik 

perusahaan dari yang lain adalah komitmen pada 

perubahan. Aktivitas bisnis yang direncankan dengan 

baik seperti yang tertuang dalam rencana bisnis akan 

menghasilkan perfoma bisnis yang lebih baik pula. 

Indikator yang digunakan yaitu: 

1) Secara formal, rencana bisnis dibicarakan secara 

formal dan tertulis dalam suatu rapat. 

2) Periodic, rencana bisnis rutin dibicarakan/dibahas 

secara periodic, seperti mingguan ataupun bulanan. 

3) Ekspansi, pemilik/pengelola UMKM membuat 

perencanaan untuk ekspansi atau perluasan usaha di 

waktu yang akan datang. 

b. Akses pada modal 

Kementrian KUMKM dan BPS menjelaskan 

bahwa akses pada modal menjadi salah satu hambatan 

disaat pelaku usaha memulai bisnis baru. Sumber modal 

potensial bisa didapatkan dari tabungan pribadi atau 

pinjaman baik dari keluarga, teman, bank maupun 
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institusi keuangan lainnya. Adapun indikator yang 

digunkan antara lain: 

1) Tabungan pribadi, yang mana tabungan tersebut dari 

pemilik UMKM sendiri. 

2) Tabungan dari keluarga atau teman, yang mana uang 

tersebut dipinjam dari keluarga atau teman. 

3) Pinjaman dari bank atau institusi keuangan lainnya, 

yang berarti uang tersebut didapat dari pinjaman 

melalui bank atau lembaga keuangan. 

c. eunggulan bersaing dan posisi pasar strategis 

Keunggulan bersaing adalah kemampuan di atas 

rata-rata pesaing dalam industri. Strategi keunggulan 

bersaing bertujuan untuk menciptakan posisi yang paling 

menguntungkan agar dapat bertahan dalam persaingan. 

Keunggulan bersaing dapat berupa mengambil bentuk 

harga yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya untuk 

manfaat yang sepadan. Keunggulan biaya atau 

penyediaan manfaat yang unik lebih dari sekedar 

mengimbangi harga premium disebut differensiasi. 

Perbedaan (differensiasi) dipandang sebagai hal 

yang bermanfaat sepanjang memenuhi kreiteria. Adapun 

kriteria tersebut yaitu penting bagi konsumen, 

khas/unik,superior/lebih unggul, dapat dikomunikasikan, 

mendahului/lebih dulu, terjangkau, dan menguntungkan. 

Posisi produk adalah bagaimana produk itu 

didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya 

yang penting-wadah yang ditempati produk dalam 

pikiran konsumen berkaitan dengan produk-produk yang 

bersaing. Selanjutnya kloter menjelaskan lebih lanjut 

bahwa tugas menetapkan posisi terdiri dari tiga langkah 

yaitu mengidentifikasi seperangkat keunggulan 

kompetitif yang mungkin sebagai dasar untuk 

membangun suatu posisi, memilih keunggulan 

kompetitif yang tepat dan secara efektif 
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mengkomunikasikan dan menyerahkan posisi yang 

dipilih ke pasar. 

Indikator yang digunakan: 

1) Inovasi yang dinamis, yaitu 

menyesuaikan/mengembangkan produk sesuai 

dengan pergerakan pasar dengan tetap 

mempertahankan identitas yang dimiliki oleh 

UMKM. 

2) Produk yang unik, yaitu produk/jasa yang dihasilkan 

oleh UMKM memiliki ciri khas/keunikan yang 

membedakan dengan produk/jasa yang dihasilkan 

oleh pesaing. 

3) Harga yang kompetitif, yaitu pemilik/pengelola 

UMKM menawarkan harga yang lebih rendah 

dibandingkan dengan pesaing pada produk/jasa 

dengan kualitas yang sama.
76

 

d. Jaringan sosial 

Jaringan sosial memiliki dampat tehadap 

kesuksesan wirausaha. Suatu jaringan sosial terdiri dari 

satu seri hubungan formal dan informal antara pelaku 

utama dan orang lain dalam satu lingkaran yang saling 

mengenal dan menggambarkan saluran diaman 

wirausahawan tersebut mendapatkan akses kepada 

sumber penting bagi mulainya suatu bisnis, 

pertumbuhan, dan kesuksesannya. Pada jaringan sosial 

indikator yang digunakan anatara lain sebagai berikut: 

1) Perkumpulan/Asosiasi Usaha, yaitu perkumpulan 

dengan orang-orang dengan jenis usaha yang 

sama.hal tersebut dapat berupa perkumpulan formal 

ataupun non formal (tidak tercatat sebagai suatu 

organisasi resmi). 
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2) Perkumpulan Hobi, yaitu perkumpulan dengan 

orang-orang yang memiliki minat/hobi yang sama. 

3) Perkumpulan Informal, yaitu perkumpulan yang 

diikuti yang sifatnya diluar usaha dan hobi, misalnya: 

pengajian. 

e. Orientasi pada konsumen 

Orientasi pada konsumen (customer orientation) 

muncul bila seluruh kegiatan perencanaan dan 

pemasaran diawali dan diakhiri oleh kepentingan 

konsumen. Organisasi yang berorientasi pada konsumen 

akan selalu menanyakan beberpa hal yaitu: 

Kepada siapa kita merencankan untuk 

memasarkan suatu produk, dimana mereka berada dan 

apa yang mereka suka, apa persepsi yang ada pada 

mereka sekarang? Apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan? Apakah persepsi, keinginan, dan kebutuhan 

mereka akan berubah di masa yang akan datang pada 

saat strategi diimplementasikan? Seberapa puas 

konsumen dengan penawaran yang sudah diberikan? 

Indikator yang digunakan adalah: 

1) Interpersonal Relationship, yaitu hubungan yang 

dijalin dengan para konsumen, yang sifatnya lebih 

dari sekedar hubungan antara produsen dan 

konsumen. 

2) Manajemen keluhan, yaitu penanganan yang baik 

atas keluhan yang disampaikan oleh konsumen. 

Pelayanan Purna Jual, yaitu pemberian garansi selama 

periode tertentu setelah pembelian kepada konsumen.
77

 

f. Komunikasi pemasaran 

Komunikasi merupakan alat unik yang digunakan 

oleh pemasar untuk membuat konsumen melakukan 

                                                           
77

 Ibid., h. 7.  



 47 

tindakan yang dikehendaki oleh pemasar, misalnya untuk 

memberikan sumbangan. Bentuk komunikasi beragam, 

bisa berupa komunikasi beragam bisa berupa komunikasi 

verbal tertulis maupun ucapan, visual, atau dapat 

berbentuk simbolis.  

Selanjutnya peter dan olson menyatakan bahwa 

pemasar agar ingin konsumennya berkomunikasi dengan 

dua maksud utama. Mereka ingin konsumen 

menyediakan informasi pemasaran kepada perusahaan 

dan memberitahu konsumen potensial tentang produk 

dan mendorong mereka untuk membelinya. Indikator 

yang digunakan yakni: 

1) Promosi dari mulut ke mulut yang berarti ini 

merupakan bentuk proosi yang mengandalkan pada 

konsumen untuk merekomendasikan produk kepada 

konsumen potensial. 

2) Media cetak, yaitu bentuk promosi yang dilakukan 

dengan memanfaatkan media cetak, misalnya: 

brosur, pamphlet, dan iklan dimedia cetak. 

Media Elektronik, yaitu bentuk promosi yang dilakukan 

dengan memanfaatkan media elektronik, misalnya radio, 

televise, dan via internet.
78

 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah membahas dan 

berkaitan dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

1. Mas Purnomo Hadi, Analisis manajemen strategi dan 

sistem tanggung renteng dalam meningkatkan sistem 

pengendalian intern dan kinerja koperasi di provinsi jawa 

timur (studi pada unit simpan pinjam koperasi wanita di 

wilayah provinsi jawa timur), yang terpublis dalam 

jurnal ilmu ekonomi dan manajemen vol. 5 no.1 oktober 
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2008. Salah satu tujuan dari penelitian ini merupakan 

untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem 

tanggung renteng terhadap sistem pengendalian intern 

sebagai mana yang dijelaskan bahwa sistem tanggung 

renteng merupakan salah satu elemen yang ada dalam 

sistem pengendalian intern dari Kementrian Koperasi 

Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

tahun 2003. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

yaitu terdapat 172 dari 6 koperasi yang menggunakan 

sistem tanggug renteng di jawa timur. Hasil dari 

penelitian ini menyebutkan bahwa sistem tanggung 

renteng memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem 

pengendalian intern. Kontribusi yang diberikan pada 

penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai 

upaya dalam meningkatkan sistem pengendalian intern 

yang menggunakan sistem tanggung renteng pada 

koperasi untuk dalam melakukan penekanan dalam 

pengelolaan keuangan dan pengawasan anggota agar 

mampu meningkatkakan kinerja koperasi secara 

maksimal. 

2. Rochmi widayanti,dkk. Pengaruh Financial Literacy 

Terhadap Keberlangsungan Usaha (Business 

Sustainability) Pada UMKM desa Jatisari. Dipublish 

pada jurnal ilmiah manajemen dan bisnis vol. 18 no.2, 

tahun 2017. Jumlah sampel 38 UMKM atau seluruh 

UMKM yang berada di Desa Jatisari. Hasil dari 

penelitian ini menjelaskan bahwa financial literacy 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. 

3.  Novie Noordiana RY, Faktor-faktor yang memiliki 

kontribusi pada keberlangsungan dan kesuksesan 

UMKM yang dikelola oleh kalangan usia muda. Dengan 

menggunakan sampel 25. Hasil dari penelitian ini 

menjelaskan bahwa faktor-faktor berupa akses kepada 

modal, jaringan sosial, keunggulan bersaing dan posisi 
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pasar strategis, orientasi pada konsumen, dan 

komunikasi pemasaran memiliki kontribusi pada 

keberlangsungan usaha. 

 

F. Kerangka Pikir 

Tanggung renteng merupakan salah satu penanganan 

pada pembiayaan di lembanga keuangan yang di terapkan 

pada Bank BTPN Syariah, yang mana para nasabah akan 

membentuk kelompok dan secara bersama turut 

menanggung pembiayaan para anggota disaat anggota 

mengalami musibah atau terkendala pada usaha yang 

dijalankan, sebagai adanya rasa tolong menolong. Tolong 

menolong  juga di sebutkan di dalam Al-Qur‟an pada QS.Al-

Baqarah ayat 280, QS. Yusuf ayat 72 dan Al-Maidah ayat 2. 

Tanggung renteng yang disebut juga dengan kafalah 

maka ia terikat akan hutang, sebagaimana dijelaskan dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud “pinjaman 

hendaklah dikembalikan dan menjamin hendaklah 

membayar”.  

Untuk itu para nasabah maupun calon nasabah harus 

memiliki literasi keuangan, baik dalam mengatur keuangan, 

pencarian modal serta ketentuan dari lembaga keuangan 

yang diikuti. Sehingga dengan adanya ketentuan dari 

lembaga pembiayaan yang di dapat untuk menambah modal 

usaha tidak mempengaruhi keberlangsungan usaha nasabah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis sistem tanggung renteng dan literasi keuangan 

terhadap keberlangsungan usaha yang mana dalam kaitannya 

akan dibahas dalam perspektif ekonomi islam. Berdasarkan 

hal tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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G. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian secara 

ilmiah.  

1. Sistem Tanggung Renteng 

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan mas 

purnomo hadi yang mana hasil dari penelitiannya bahwa 

sistem tanggung renteng erupakan salah satu elemen 

yang ada dalam sistem pengendalian interm dari 

kementrian koperasi dan usaha kecil dan menengah 

Republik Indonesia yang dalam hal ini sistem tanggung 

renteng memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

sistem pengendalian intern yang berkontibusi dalam 

upaya penekanan pengelolaan keuangan dan pengawasan 
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anggota agar mampu meningkatkan kinerja koperasi. 

Untuk itu hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

H1: Sistem tanggung renteng berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha 

2. Literasi Keuangan 

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Rocmi Widayanti yang mana dari hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa literasi keuangan berpengaruh 

terhadap keberlangsungan usaha. Untuk itu hipotesis 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H2: Literasi keuangan berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha 

3. Sistem tanggung renteng dan literasi keuangan 

Penelitian sebelumnya literasi keuangan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. 

Sedangkan untuk sistem tanggung renteng saat ini 

diketahui peneliti belum ada yang membahas sistem 

tanggung renteng terhadap keberlangsungan usaha. 

Untuk itu peneliti mencoba menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Sistem tanggung renteng dan literasi keuangan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. 
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